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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi perlindungan konsumen atas 

keterlambatan pengiriman barang di J&T Pasar Tais 

Kabupaten Seluma 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi perlindungan konsumen oleh J&T 

Express Pasar Tais belum optimal. Meskipun secara 

administratif layanan telah memenuhi prosedur 

standar seperti pemberian bukti pengiriman, 

penentuan estimasi waktu, dan pelacakan paket, 

dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan 

pengiriman yang melebihi estimasi waktu tanpa 

adanya penjelasan yang memadai. Konsumen juga 

tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang 

proporsional. Sistem pengaduan yang ada cenderung 

bersifat normatif dan tidak menyelesaikan inti 

permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa 

perlindungan konsumen masih bersifat reaktif, belum 
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preventif dan responsif sebagaimana amanat Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. 

2. Perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap 

perlindungan konsumen atas keterlambatan 

pengiriman barang oleh J&T Pasar Tais Kabupaten 

Seluma 

a. Hukum Islam: Hubungan antara konsumen dan 

pihak jasa pengiriman termasuk dalam akad ijarah 

(sewa jasa). Secara formal, rukun dan syarat akad 

telah terpenuhi karena terdapat penyedia jasa, 

pengguna jasa, manfaat yang diperjanjikan, serta 

imbalan (ongkos kirim). Namun, secara substansial, 

ketika manfaat jasa tidak terpenuhi seperti 

keterlambatan hingga satu bulan tanpa kepastian 

dan tanpa kompensasi maka pelaksanaan akad 

tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan (‘adl), 

amanah, dan kaidah la dharar wa la dhirar (tidak 

boleh menimbulkan kerugian). Dalam kondisi 

demikian, akad tetap sah secara hukum, tetapi 

pelaksanaannya dapat dikategorikan tidak 

memenuhi prinsip tanggung jawab dan 

kemaslahatan dalam muamalah Islam. Oleh karena 

itu, pihak penyedia jasa seharusnya memberikan 
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ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan 

syar’i. 

b. Hukum Positif: Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, J&T Express 

terbukti melanggar Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 19 

karena tidak memberikan informasi yang jelas 

terkait keterlambatan, tidak memenuhi kewajiban 

memberikan ganti rugi, dan mengalihkan tanggung 

jawab kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan 

ketidaksesuaian pelayanan dengan prinsip-prinsip 

perlindungan konsumen yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

B. Saran 

        Berikut adalah saran untuk J&T Express, konsumen, 

pemerinta dan lembaga perlindungan konsumen: 

 Untuk J&T Express 

     J&T Express perlu melakukan reformasi internal 

secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas 

layanan dan memenuhi hak-hak konsumen. Perusahaan 

harus memiliki sistem evaluasi internal yang terstruktur 

dan berkelanjutan untuk memantau kinerja pelayanan 

dan mengidentifikasi kelemahan. Selain itu, J&T Express 

perlu meningkatkan transparansi dalam operasional, 

penegakan tanggung jawab hukum, serta pembangunan 
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sistem kompensasi yang adil dan terstandar. Perusahaan 

juga harus memastikan bahwa konsumen mendapatkan 

informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. 

 Saran untuk Konsumen 

        Konsumen perlu meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan tentang hak-hak konsumen dan cara 

melindungi diri dari kerugian. Konsumen harus 

memastikan bahwa mereka memahami syarat dan 

ketentuan layanan yang ditawarkan oleh J&T Express 

sebelum melakukan transaksi. Jika terjadi pelanggaran 

hak konsumen, konsumen dapat mengajukan keluhan 

kepada J&T Express dan meminta penyelesaian yang 

adil. Konsumen juga dapat melaporkan pelanggaran hak 

konsumen kepada lembaga perlindungan konsumen 

untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. 

 Saran untuk Lembaga Perlindungan Konsumen  

         Lembaga perlindungan konsumen perlu 

meningkatkan peran dan fungsinya dalam melindungi 

hak-hak konsumen. Lembaga perlindungan konsumen 

harus memastikan bahwa konsumen mendapatkan 

informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. 

Lembaga perlindungan konsumen juga perlu 
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meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat 

tentang hak-hak konsumen dan cara melindungi diri 

dari kerugian. Selain itu, lembaga perlindungan 

konsumen dapat membantu konsumen dalam 

menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha dan 

memberikan bantuan hukum kepada konsumen yang 

membutuhkan. 
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